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Abstract. This study examines various challenges facing Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in 

improving the quality of student learning. The study focuses on the application of technology-based learning 

media, students' socioeconomic status, the use of group discussion methods, and the implementation of the 

Independent Curriculum (Curriculum Merdeka) to improve students' civics knowledge. The study was 

conducted using a literature review method, examining various journals and scientific articles from the past 

five years. The study found that PPKn learning still faces various obstacles, such as low student motivation, 

limited use of engaging media, and suboptimal implementation of participatory learning. Conversely, the use 

of digital media and group discussion techniques is considered to increase student participation and critical 

thinking skills. The implementation of the Independent Curriculum also has a positive impact because it 

focuses more on strengthening students' character and learning experiences. Therefore, collaboration between 

teachers, schools, and the government is crucial for improving PPKn learning and better aligning it with 

students' current needs.  
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Abstrak. Peneliti  ini membahas berbagai masalah yang dihadapi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) dalam meningkatkan  kulitas pembelajaran siswa pada saat ini. Penelitian ini berfokus pada penerapan 

media pembelajaran berbasis teknologi, keadaan sosial ekonomi peserta didik, penggunaan metode diskusi 

kelompok, serta pelaksanaan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa. 

Penelitian dilakukan dengan metode kajian literatur  melalui berbagai jurnal dan artikel ilmiah dalam lima 

tahun terakhir. Hasil penelitian ini bahwa pembelajaran PPKn masih menghadapi berbagai kendala seperti 

motivasi belajar siswa yang rendah, minimnya penggunaan media yang menarik, serta penerapan 

pembelajaran yang partisipatif yang belum optimal. Sebaliknya, pemanfaatan media digital dan teknik diskusi 

kelompok dianggap dapat meningkatkan partisipasi serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penerapan 

Kurikulum Merdeka juga berpengaruh positif karena lebih fokus pada penguatan karakter dan pengalaman 

belajar siswa. Karena itu, kolaborasi antara guru, sekolah, dan pemerintah sangat penting agar pembelajaran 

PPKn dapat meningkat dan lebih sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat ini.  
  
Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran; Kurikulum Merdeka; Pengetahuan Kewarganegaraan; PPKn; 

Teknologi Pendidikan.  

  

1. LATAR BELAKANG  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bagian penting 

dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga 

negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki pemahaman terhadap hak dan 

kewajibannya. Dalam perkembangan pendidikan saat ini, PPKn tidak lagi hanya berfungsi 

sebagai sarana penyampaian pengetahuan, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai, 

membentuk karakter, serta mengembangkan keterampilan sosial peserta didik agar mampu 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Ummah et al., 

2025).   
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Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran PPKn di lapangan masih 

menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti rendahnya motivasi belajar, minimnya 

partisipasi siswa, serta kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga 

negara masih kerap ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya civic 

knowledge dan kepedulian sosial peserta didik mencerminkan bahwa proses pembelajaran 

PPKn belum sepenuhnya efektif dalam membentuk warga negara yang aktif dan 

bertanggung jawab (Ummah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam 

strategi pembelajaran guna meningkatkan kualitas belajar sekaligus kesadaran 

kewarganegaraan siswa.  

Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah pemilihan 

strategi dan media pembelajaran yang sesuai. Di era digital saat ini, penggunaan media 

berbasis teknologi menjadi sangat penting, terutama bagi peserta didik yang sudah terbiasa 

dengan perkembangan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya motivasi 

belajar siswa sering kali disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang 

menarik dan tidak sesuai dengan karakteristik mereka (Pratiwi et al., 2024). Oleh karena itu, 

pemanfaatan media berbasis permainan seperti Gimkit dinilai mampu meningkatkan 

motivasi dan keterlibatan siswa melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.  

Selain faktor pembelajaran di kelas, tantangan dalam pendidikan juga dipengaruhi 

oleh kondisi sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama 

yang menghambat akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Ketimpangan sosial-

ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan memiliki dampak terhadap peluang individu 

dalam meningkatkan mobilitas sosial (Nudin, 2025). Kondisi ini menyebabkan peserta didik 

dari latar belakang ekonomi rendah memiliki keterbatasan dalam memperoleh fasilitas dan 

kesempatan belajar yang memadai.  

Metode pembelajaran yang digunakan juga memiliki pengaruh besar terhadap 

kualitas belajar siswa. Salah satu metode yang dinilai efektif adalah metode diskusi 

kelompok, yang mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif dalam menyampaikan 

pendapat, serta terlibat dalam proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa metode 

diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat (Sholihah & Amaliyah, 2022).  
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Di samping itu, Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum 

yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan 

kompetensi peserta didik, dengan karakteristik utama berupa pembelajaran berbasis projek 

untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila. 

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

pengalaman langsung dapat memperkuat civic knowledge dan meningkatkan kepedulian 

sosial peserta didik (Ummah et al., 2025). Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran PPKn serta dampaknya terhadap pembentukan kesadaran hak warga negara.  

  

2. KAJIAN TEORITIS  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Menurut Ummah dkk. (2025),Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, 

bertanggung jawab, dan berkarakter. Melalui pembelajaran PPKn, siswa tidak hanya 

mempelajari tentang negara, pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara, tetapi juga 

ditanamkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, toleransi, serta rasa cinta tanah air, PPKn 

berperan dalam meningkatkan civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan yang 

menjadi dasar partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran PPKn masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti rendahnya minat belajar siswa, penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang variatif, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Banyak siswa 

menganggap PPKn sebagai mata pelajaran yang membosankan karena lebih banyak berisi 

teori dan hafalan.  

Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih inovatif, aktif, dan kontekstual 

agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Dukungan dari guru, sekolah, orang tua, 

dan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn 

sehingga mampu membentuk generasi yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab.  

Tantangan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih menghadapi berbagai tantangan 

yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya 

motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang menarik dan minimnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. 

Akibatnya, siswa cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran.  
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Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan 

tersendiri. Banyak siswa terpapar informasi yang belum tentu benar sehingga dapat 

memengaruhi pola pikir dan karakter mereka. Di sisi lain, implementasi Kurikulum 

Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik dan berbasis proyek. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, 

diperlukan kerja sama antara guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah. Guru perlu 

mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif agar siswa lebih aktif, termotivasi, 

dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis.  

Media Pembelajaran Berbasis Teknologi  

Media pembelajaran berbasis teknologi merupakan salah satu inovasi yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn. Media ini dapat berupa video pembelajaran, 

aplikasi edukasi, kuis digital, presentasi interaktif, maupun platform pembelajaran daring. 

Penggunaan teknologi membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, 

dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digital.  

Menurut Rohani dan Hemafitria (2025), media pembelajaran digital mampu 

meningkatkan civic knowledge siswa karena materi dapat disampaikan dengan lebih 

mudah dipahami dan menarik. Selain itu, penggunaan aplikasi seperti Quizizz dan Gimkit 

dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa. Meskipun demikian, 

penggunaan media berbasis teknologi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan 

fasilitas sekolah, akses internet, dan kemampuan literasi digital guru maupun siswa. Oleh 

karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan yang memadai agar teknologi dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran.  

Metode Diskusi Kelompok  

Metode diskusi kelompok merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif dalam membahas suatu permasalahan atau materi tertentu. Dalam 

pembelajaran PPKn, metode ini sangat relevan karena membantu siswa memahami 

berbagai isu sosial dan kewarganegaraan melalui pertukaran pendapat dan kerja sama 

antarpeserta didik.  

Menurut Sholihah dan Amaliyah (2022), diskusi kelompok dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, keberanian menyampaikan pendapat, serta keterampilan 

komunikasi siswa. Selain itu, metode ini juga membantu siswa belajar menghargai 

perbedaan pendapat dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.  
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Namun, penerapan metode diskusi kelompok masih menghadapi beberapa kendala, 

seperti kurangnya kepercayaan diri sebagian siswa dan rendahnya partisipasi dalam 

diskusi. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman serta 

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif.   

Civic Knowledge dalam Konteks Implementasi Kurikulum Merdeka  

Civic knowledge merupakan salah satu komponen utama kompetensi 

kewarganegaraan yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, 

demokrasi, hukum, konstitusi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan ini 

penting sebagai dasar bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan masyarakat.  

Dalam Kurikulum Merdeka, pengembangan civic knowledge dilakukan melalui 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berbasis proyek. Pendekatan ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara lebih aktif, kritis, dan 

kontekstual sehingga pemahaman kewarganegaraan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Hemafitria, et al (2024), implementasi Kurikulum Merdeka memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan civic knowledge dan pembentukan karakter peserta 

didik. Melalui pembelajaran yang lebih fleksibel dan bermakna, siswa diharapkan mampu 

menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab.  

  

3. METODE PENELITIAN  

Studi ini menerapkan metode kajian literatur atau studi pustaka dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Literatur diteliti dengan mengumpulkan beragam sumber referensi 

seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, dan sumber akademik lain yang berhubungan 

dengan tantangan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Referensi yang digunakan diambil dari jurnal dan artikel ilmiah 

dalam lima tahun terakhir untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan situasi 

pendidikan saat ini.Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan dan 

menelusuri literatur baik secara online maupun offline. Selanjutnya, analisis dilakukan 

dengan membaca, memahami, mengelompokkan, dan membandingkan hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang berbagai tantangan dalam pembelajaran PPKn dan solusi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  



 
 
 
 

Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 
 

72         PROSEMNASIPI - VOLUME. 3, NOMOR. 1, JUNI 2026 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN   

Peran Strategi Pembelajaran Berbasis Media dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKn    

Pemanfaatan media pembelajaran menjadi salah satu strategi yang efektif untuk 

meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKn. Penggunaan 

media yang menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi mampu menciptakan 

suasana belajar yang lebih aktif serta mengurangi kejenuhan siswa selama proses 

pembelajaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media digital seperti video 

pembelajaran, kuis interaktif, dan aplikasi edukasi dapat membuat siswa lebih mudah 

memahami materi kewarganegaraan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohmah, Yulian 

Sah, dan Nurtamam (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar peserta didik. Di tengah 

perkembangan teknologi yang semakin pesat, guru dituntut untuk menyesuaikan metode 

pembelajaran dengan kebutuhan generasi saat ini.  

Penggunaan platform berbasis permainan edukatif terbukti mampu meningkatkan 

keterlibatan siswa karena pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan menantang. Selain 

meningkatkan minat belajar, media digital juga membantu menyajikan materi yang 

kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Hal ini juga didukung oleh 

Wibowo (2023) yang menegaskan bahwa pembelajaran PPKn berbasis teknologi dapat 

meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa.  

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta 

Didik  

Kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap akses dan 

kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. Siswa yang berasal dari keluarga dengan 

kondisi ekonomi baik umumnya memiliki fasilitas belajar yang lebih memadai, seperti 

buku, perangkat digital, dan akses internet. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi sering 

menjadi hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan yang optimal. Menurut 

Firmansyah, et al (2024),  

Selain memengaruhi proses belajar, faktor ekonomi juga berhubungan dengan 

keberlanjutan pendidikan siswa. Masih terdapat peserta didik yang tidak dapat melanjutkan 

pendidikan karena keterbatasan biaya, terutama di daerah yang tingkat kesejahteraannya 

masih rendah. 
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 Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurdin, et al (2024) yang menjelaskan bahwa 

faktor Ketimpangan ini semakin terlihat antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil 

yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur pendidikan. Berbagai program bantuan 

pendidikan telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Namun, 

keberhasilannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, 

sekolah, dan masyarakat, agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.  

Penerapan Metode Diskusi Kelompok dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa 

dalam Berpendapat  

Metode diskusi kelompok merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Dalam 

pembelajaran PPKn, metode ini sangat sesuai karena mendorong peserta didik untuk 

mengemukakan ide, memberikan tanggapan, serta membahas berbagai isu yang berkaitan 

dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Sholihah, et al (2022) Melalui 

kegiatan diskusi, siswa tidak hanya memahami materi secara lebih mendalam, tetapi juga 

belajar menyampaikan pendapat secara logis dan menghargai pandangan orang lain.  

Aktivitas tersebut membantu mengembangkan keterampilan komunikasi, 

kemampuan berpikir kritis, serta sikap demokratis yang penting dalam kehidupan sosial. 

Walaupun demikian, masih terdapat siswa yang kurang percaya diri untuk berbicara di 

depan kelompok. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang 

mendukung dan memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh peserta didik agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.  

Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka terhaadap Civic Knowledge Siswa  

Penerapan Kurikulum Merdeka memberikan pengaruh positif terhadap 

pengembangan civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan peserta didik. 

Pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa memungkinkan 

mereka memperoleh pemahaman yang lebih bermakna mengenai nilai-nilai kebangsaan, 

demokrasi, serta kehidupan bermasyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ummah, et 

al (2025) yang menyatakan bahwa pembelajaran aktif dan kontekstual mampu 

meningkatkan civic knowledge peserta didik. Salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka 

adalah adanya pembelajaran berbasis proyek melalui Projek Penguatan Profil Pelajar 

Pancasila (P5). Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan 

konsep kewarganegaraan dalam situasi nyata sehingga pemahaman yang diperoleh tidak 

hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan kehidupan seharihari.  
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Selain itu, Rahayu, Saputri, et al (2024) menemukan bahwa implementasi 

Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PPKn mampu meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan dan karakter peserta didik. Namun, dampak positif tersebut belum 

dirasakan secara merata di semua sekolah. Perbedaan kesiapan guru, fasilitas 

pembelajaran, dan pelaksanaan program menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan 

peserta didik.  

  

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

PPKn dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, strategi 

pembelajaran berbasis media terbukti memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Penggunaan platform gamifikasi seperti Gimkit dan Quizizz 

mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong partisipasi aktif 

siswa. Kedua, kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang nyata dan 

multidimensi terhadap pemenuhan hak pendidikan peserta didik, mulai dari keterbatasan 

akses fasilitas belajar hingga tingginya risiko putus sekolah. Ketiga, penerapan metode 

diskusi kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berpendapat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan sikap 

demokratis. Keempat, implementasi Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif 

terhadap perkembangan civic knowledge siswa melalui pendekatan pembelajaran yang 

lebih kontekstual dan berbasis proyek, meskipun dampak tersebut belum merata di seluruh 

sekolah.  

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar guru PPKn terus mengembangkan 

kemampuan literasi digital dan mengintegrasikan media pembelajaran interaktif secara 

konsisten. Pemerintah perlu memperkuat dan memperluas cakupan Program Indonesia 

Pintar (PIP) dengan memastikan ketepatan sasaran dan distribusi yang merata, khususnya 

bagi peserta didik di daerah 3T. Penerapan metode diskusi kelompok perlu dilakukan secara 

terstruktur dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selain itu, intensitas 

pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam memahami dan menerapkan Kurikulum 

Merdeka perlu ditingkatkan agar seluruh siswa dapat merasakan manfaat penuh dari 

transformasi kurikulum ini dalam penguasaan civic knowledge mereka.  
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